
K-IiPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. I /M.PPN,/HK/OI/2O79
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPLNUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

rc]PAI.A BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KXp.1 39,/M.ppN/rIK,/ 1 2/ 2078

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

PUABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAII MEMBAYAR (PPSPM),

DAN BENDAHAR  PINGELUARAN (BP) SA'ruAN KERJA

KANTOR M}:NTERI NEGARA PI]Rf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

MENTERI PERENCANAAN PIMBANG[]NAN NASIONAL/
KDPAIA BADAN PERINCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,

Meninrbang bahwa untuk nreningkatkan et'ektivitas serta kelancatarr
pengelolaan dan penatausah aan kegiatan dan anggaran cli

Kelrrenterian Perencanaan Pembangunan Nasiona[/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian

PPN/Bappenas), perlu dilakukan perubahatr terhadap
susunan Pejabat Pembnat Konlitnlen sebagainrana diatur
dalanr Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Not.uot'

KEP.139/M.PPN /HK/ 12/ 2018 tentant PerlSan8katarr

Pejabat Pembuat Kondtmen (PPK), Pejabat Penauda Tangan

Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendaltara

Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Kantor I\'lenteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembar.rgurrarr Nasional;

bahwa pegawai yanS llal.nanya tercantunl dalant Lampilan
Keputusan ini clianggap mautpu dan memenuhi persyaratan

untuk melaksanakan tu8as sebagai Pejabat Pembttat

Komitnren ProEranl PPN IV Kenrenterian PPN/Bappenas;
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b

N,lenSinSat: .. .

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Peremamar Pembangunan Nasional



Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2olg
(l*.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahall Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggamn dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahtn 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negaral

Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian P et enc anaan Pembangunan Nasional;

?eraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nontor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Bar ang/ Jasa Penrerintahl

Peraturan Menteri Perencanazn Pembangunan
Nasiona[/ Kepaia Badan Perencan aan Pemb angunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Penrbangunan Nasional Nonror 6 Tahw 2077;

Peratu.ran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Per.encanan Pernbangunan Nasional
Nonlor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Penlantauan dan Evaluasi Kegiatan dan
AnSgaran;

Peraturarl Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional
Nomor 1i Tahun 2018 tentang Pernbubaran lembaga Wali
Aru,anat Millenniunr Challenge Account Indonesia dan
Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program
Conpact,

MXMUTUSKAN:...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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MEMUTUSKAN:

Memberhentikan:

Nama : Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS

NIP : 196871.22 199703 1O01

Sebagai Pejabat Pembuat Konritmerr Program PPN IV

Mengangkat:

Nanra : Mariska, SE., MS.

NIP : 19860507 2OO9722OO4

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IV

Pejabat yang diangkat sebagaintana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan
negara wajib tertib, t*at pada peraturan perundang-lndangan,
efisien, ekonomis, efektit transpara'n, dan benanggung jawab
dengan memerhatikan rasa keadllan dan kepatutan

Pejabat Pembrat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secaru
adnrinistrasi, teknis, dan finansial terhadap pengadaan barang
dan jasa.

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini
dicantumkan tanda tangan serta paraf Pejabat yang bersanSkutan
dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah,

apablla tidak sesuai dengan yanS tercanturu dalam l,ampiran
Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Pejabat Pembuat Komitnlen (PPK) Program PPN IV dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
PPN/Bappenas.

KELIMA

KEPUTUSAN MXNTERI PERLNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/KEPAI.{ BADAN PERENCANAAN PE,MBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MXNTTRI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI NOMOR
K8P.1sg,/M.PPN /HK/ 12/ 2018 TINTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMNN (PPK), PUABAT Pf,NANDA
TANGAN SUP"AT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN
BENDAHARA PENGELUARAN (BP) SATUAN KERJA KANTOR
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEENAM: ...
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KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di lakarta
pada tanggalL SJanvari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN GUNAN NASION&,

ONEGORO
tu

Tembusan KeDutusan 1l.l I disautoaikan keuada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemente rian Kouangan;
5. Inspektur Utama, BapPnas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organiusi danTatalaksana, Kementerian

PPN/Bappenas;
7 . Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

P.S.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPAI/, BAPPENAS
NOMORKEP. 1 /M.PPN/HK,/OI/2O79
TANGGAL 18 JANUARI 2OI9

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PqIABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

MNNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN GUNANNASIONAL,

DJONEGORO k

Nama TandaTangan

Pejabat Pembuat Komitmen Program
PPN IV

Mariska, SE., MS
NrP I 9860507 200912 2 004

qY,ail{6 c{\(

Paraf


